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MASUKI AWAL SEMESTER DUA, PAD KONKEP BERTAMBAH  

1,042 MILLIAR 

 
Sumber gambar: https://kendarinews.com/2024/08/08/masuki-awal-semester-dua-pad-konkep-

bertambah-1042-milliar/  
 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Kepulauan (Konkep) terus berupaya 

memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya. Melalui Badan Keuangan Daerah 

(BKD) ditahun 2024 ini Pemkab Konkep menargetkan hingga Rp 15, 350 Miliar akan 

masuk kekas daerah sebagai PAD Konkep, dimana memasuki awal semester dua terjadi 

tambah PAD Konkep sebesar Rp 1, 042 milliar dengan realisasi PAD Konkep mencapai 

68,9 persen. 

Kepala BKD Konkep, Mahmud, mengatakan, ditahun 2024 Pemkab Konkep telah 

menetapkan target PAD yang mesti dicapai. Dimana ditargetkan tahun ini PAD Konkep 

mencapai hingga angka Rp 15,350 miliar dan diawal semester dua atau bulan tujuh terjadi 

penambahan PAD Konkep sebesar Rp 1,042 milliar sehingga realisasi PAD telah 

mencapai Rp 10,589 milliar atau 68,9 persen dari target, yang mana di semester satu 

realisasi PAD Konkep mencapai Rp 9,547 milliar atau 62,2 persen. “Alhamdulillah 

capaian realisasi PAD kita dipertengahan tahun ini menunjukkan trend yang positif dan 

sangat baik. Dimana melihat trend yang baik ini kita optimis bahwa kita akan mencapai 

target yang ditetapkan dan besar kemungkinan kita berharap agar bisa seperti tahun 

sebelumnya (2013) yang melebihi target yang telah ditetapkan,” ujar Kepala BKD 

Konkep Mahmud. 

Mantan Asisten Tiga Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Setda Konkep, 

menjelaskan, untuk realisasi PAD Konkep yang mencapai 68,9 persen atau Rp 10,589 
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miliar tersebut, yang memberikan kontribusi terbesar yakni hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan yang mencapai Rp 4,356 milliar dan lain-lain PAD yang sah yang 

mencapai Rp 3,440 miliar. Sedangkan Pajak daerah dan retribusi daerah berada dikisaran 

angka Rp 1,532 milliar dan Rp 1,260 milliar. Dimana pihaknya mendorong agar seluruh 

sektor itu menjadi pendorong, penopang dan memiliki kontribusi yang besar terhadap 

PAD kita. 

“PAD ini merupakan salah satu yang menjadi lokomotif dalam mendorong 

pembangunan di daerah. Oleh karena hal itu kita wajib mencapai target yang ditetapkan, 

karena jika tidak maka akan ada yang tidak akan mendapatkan postur anggaran karena 

tidak tercapainya target tersebut,” ungkapnya. Di kesempatan itu ia menjelaskan, untuk 

mencapai target yang telah ditetapkan pihaknya merumuskan beberapa langkah, mulai 

dari penguatan administrasi dalam hal ini penerbitan surat edaran kepada seluruh OPD 

agar taat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dan melakukan sosialisasi tentang 

penting tertibnya membayar pajak dan retribusi daerah. 

“Selain kedua hal tersebut kita juga akan meningkatkan infrastruktur sarana dan 

prasarana pada objek-objek pajak dan retribusi daerah. Selain itu kita akan memberikan 

reward kepada kecamatan dan petugas yang mencapai target. Dan yang tidak kalah 

penting yakni menjalin kerjasama dengan PJP dan merchant serta stakeholder lainnya 

guna mendukung peningkatan penerimaan daerah dan digitalisasi daerah,” pungkasnya. 

 

Sumber Berita: 

1. https://kendaripos.fajar.co.id/2024/07/09/pad-semester-pertama-capai-rp-95-

miliar/, “PAD Semester Pertama Capai Rp 9,5 Miliar”, tanggal 9 Juli 2024; dan 

2. https://kendarinews.com/2024/08/08/masuki-awal-semester-dua-pad-konkep-

bertambah-1042-milliar/, “Masuki Awal Semester Dua, PAD Konkep Bertambah 

1,042 Milliar”, tanggal 8 Agustus 2024. 

Catatan: 

• Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 

12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam: 

1. Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri 

atas: a. Pendapatan Daerah;  

b. Belanja Daerah; dan  

c. Pembiayaan daerah. 

2. Pasal 28 Ayat (1) menyatakan bahwa Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui 

Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan 
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penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun 

anggaran.  

3. Pasal 28 Ayat (2) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas 

Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran 

lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui 

sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) 

tahun anggaran.  

4. Pasal 28 Ayat (3) menyatakan bahwa Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.  

5. Pasal 30 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas:  

a. pendapatan asli daerah;  

b. pendapatan transfer; dan  

c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 

6. Pasal 31 Ayat (1) menyatakan bahwa Pendapatan asli Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:  

a. pajak daerah;  

b. retribusi daerah;  

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan  

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.  

7. Pasal 31 Ayat (4) menyatakan bahwa lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:  

a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;  

b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;  

c. hasil kerja sama daerah;  

d. jasa giro;  

e. hasil pengelolaan dana bergulir;  

f. pendapatan bunga;  

g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;  

h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-

menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk 

penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, 

penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya 

merupakan Pendapatan Daerah;  
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i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;  

j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;  

k. pendapatan denda pajak daerah;  

l. pendapatan denda retribusi daerah;  

m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;  

n. pendapatan dari pengembalian;  

o. pendapatan dari BLUD; dan  

p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

8. Pasal 34 Ayat (1) menyatakan bahwa Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 30 huruf b meliputi:  

a. transfer Pemerintah Pusat; dan  

b. transfer antar-daerah.  

9. Pasal 34 Ayat (2) menyatakan bahwa Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:  

a. dana perimbangan;  

b. dana insentif daerah;  

c. dana otonomi khusus;  

d. dana keistimewaan; dan  

e. dana desa.  

10. Pasal 34 Ayat (3) menyatakan bahwa Transfer antar-daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:  

a. pendapatan bagi hasil; dan  

b. bantuan keuangan. 

11. Pasal 46 menyatakan bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:  

a. hibah;  

b. dana darurat; dan/atau  

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

12. Pasal 47 menyatakan bahwa Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf 

a merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam 

negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

13. Pasal 48 menyatakan bahwa Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 

huruf b merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah 

pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan 
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oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan 

sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

14. Pasal 55 Ayat (1) menyatakan bahwa klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:  

a. belanja operasi;  

b. belanja modal;  

c. belanja tidak terduga; dan  

d. belanja transfer.  

15. Pasal 55 Ayat (2) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari 

Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.  

16. Pasal 55 Ayat (3) menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan 

aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.  

17. Pasal 55 Ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban 

APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat 

diprediksi sebelumnya.  

18. Pasal 55 Ayat (5) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah 

kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada 

pemerintah desa.  

19. Pasal 70 Ayat (1) menyatakan bahwa Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:  

a. penerimaan Pembiayaan; dan  

b. pengeluaran Pembiayaan.  

20. Pasal 70 Ayat (2) menyatakan bahwa Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, 

obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.  

21. 21. Pasal 70 Ayat (3) menyatakan bahwa Penerimaan Pembiayaan daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:  

a. SiLPA;  

b. pencairan Dana Cadangan;  

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;  

d. penerimaan Pinjaman Daerah;  

e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau  

f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  
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22. Pasal 70 Ayat (5) menyatakan bahwa Pembiayaan neto merupakan selisih 

penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan.  

23. Pasal 70 Ayat (6) menyatakan bahwa Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud 

pada ayat (S) digunakan untuk menutup defisit anggaran.  

24. Pasal 161 Ayat (1) menyatakan bahwa Laporan realisasi semester pertama APBD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD.  

25. Pasal 161 Ayat (2) menyatakan bahwa Perubahan APBD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:  

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;  

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar 

organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis 

belanja; 

c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus 

digunakan dalam tahun anggaran berjalan;  

d. keadaan darurat; dan/atau  

e. keadaan luar biasa  

26. Pasal 162 Ayat (1) menyatakan bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan 

asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal l6L ayat (2) huruf a dapat 

berupa terjadinya:  

a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;  

b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau  

c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.  

27. Pasal 163 menyatakan bahwa Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar 

organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis 

belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja.  

28. Pasal 164 Ayat (1) menyatakan bahwa Pergeseran anggaran antar organisasi, antar 

unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perda 

tentang APBD.  

29. Pasal 165 menyatakan bahwa Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk 

pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf c 

diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD danf atau RKA 

SKPD.  

30. Pasal 166 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mengusulkan 

pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dalam rancangan perubahan 

APBD.  
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31. Pasal 166 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal pengeluaran untuk mendanai 

keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 

perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan 

APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.  

32. Pasal 167 Ayat (1) menyatakan bahwa Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 

1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf e.  

33. Pasal 167 Ayat (2) menyatakan bahwa Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan 

dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih 

besar dari 50% (lima puluh persen).  

34. Pasal 167 Ayat (3) menyatakan bahwa Ketentuan mengenai perubahan APBD 

akibat keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

 


